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PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap 2 pokok

permasalahan, maka dari permasalahan tersebut diperoleh kesimpulan sebagai

berikut:

1. Di Polresta Padang belum pernah ada tersangka yang mengajukan diri

sebagai justice collaborator. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dari

pihak yang berpotensi sebagai seorang justice collaborator, karena masih

menganggap hal tersebut merupakan hal yang tabu dan berpikiran bahwa

apabila ia mengakui perbuatannya kepada penyidik hal tersebut justru akan

memperberat hukuman yang ia terima.

2. Perlindungan hukum yang diberikan pihak kepolisian terhadap seorang saksi

pelaku bekerjasama (justice collaborator) yaitu aparat penegak hukum

berkewajiban menjamin kepastian hukum kepada saksi pelaku yang

bekerjasama (justice collaborator) sekaligus memberikan perlindungan

keamanan dari berbagai ancaman dari segala pihak dan memberikan rasa

aman kepada saksi pelaku yang bekerja sama sehingga ia akan leluasa dalam

memberikan keterangan. Namun hal ini belum terlaksana karena belum

adanya seorang tersangka yang ingin mengajukan dirinya sebagai justice

collaborator untuk mengungkapkan tindak pidana korupsi.
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B. Saran

Berkaitan dengan simpulan penelitian, saran yang dapat diberikan sebagai

berikut.

1. Kepada aparat penegak hukum hendaknya melakukan sosialisasi mengenai

perlindungan hukum kepada masyarakat tentang peran saksi pelaku yang

bekerjasama (justice collaborator) dengan melakukan sosialisasi secara

mendetail sehingga tingkat kesadaran hukum masyarakat menjadi meningkat.

Dengan pembahasan peran saksi pelaku yang bekerjasama, keuntungan

menjadi justice collaborator itu sendiri dan risiko apa yang akan terjadi jika

seseorang mengajukan diri sebagai justice collaborator

2. Kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga

independen yang memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dapat

mewujudkan perannya secara optimal untuk memberikan perlindungan guna

menegakkan sistem peradilan pidana khususnya pada penelitian ini yaitu

tindak pidana korupsi. Undang-Undang No.13 Tahun 2006 menyatakan

LPSK bertanggungjawab kepada Presiden. Implikasi atas hal ini maka

pemerintah khususnya presiden sebagai pejabat negara tertinggi yang

bertanggungjawab atas kerja- kerja dari LPSK dan oleh karena itu pula maka

presiden harus memfasilitasi lembaga ini sesuai dengan mandat dan tugasnya.
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